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Menimbang i a.

Menglngat : 1.

b.

c.

bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan serta
pembentukan ahlaq yang baik di Kabupaten Buru diperlukan
perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah pada semua jerris
dan jenjang pendidikan di Kabupaten Buru;
bahwa sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk
memberikan Izin Operasional pada Paud F1olin Lalen Desa
Waeflan Kecar:natan Waelata .

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pa da
poin huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dcngan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buru;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejal-rteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor
31a3);

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik
Intionesia Nomor 3895i sebagai trrana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 6 Tahun 20oo tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 tentang Pembentukan provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (kmbaran Negara Republik il,ionesia Tahun
2000 Nomor 73, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3961);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistim
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a3O1);

2.

3.



4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor IO Tahun 2OO4

tentang pembentukan peraturan Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S3,I-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a389);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38); .

6. Undang-undang Noutpr 12 Tahun 2011-t-enta5-'g Dcmbentukkan

Perahrran Perund.ang-und.angan (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2OOS Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa96l1'

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana teiah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2O Tahun 2OOT

tentang Standar Penilaian Pendidikan;
lo.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2OO9

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
ll.Pertauran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2OlO

tentang Standar Pelayanan Minirnal Pendidikan di
Kabupaten/Kota;

12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik
Indonesia Nomor 137 Tahun 2A13 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;

13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2OL4 tentang Pendiran Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repiblik
Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
Pendidikan Anak Usia Dini;

15.Perahrran Bupati Buru Nomor 03 Tahun 2OO8 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buru (Irmbaran Daerah Kabupaten Buru Tahun
2008 Nomor 03);

l6.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor O3 Tahun 2OL4
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Buru Tahun Anggaran 2015 (kmbaran Daerah Kabupaten
Buru Tahun 2074 Nomor O3;

lT.Peraturan Daerah kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2015
Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten
Buru Tahun Anggaran 2016 ( l,embaran Daerah Kabupaten
Buru tahun 2015 Nomor 16 );
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KELIMA

Surat Pengelola Paud Flolin Lalen Desa Waeflan Kecamatan
Waelata.

MEMUTUSITAN

Memberikan Izin Operasional Paud Flolin Lalen Desa Waeflan
Kecarnatan Waelata
Memberikan kewenangan kepada pengelola untuk mengelolah
Faud Flolial-alen D-s:sa' Waeflan Kcearurrtan-Waelata - sesuar
dengan ketentuan yang berlaku.
Dala'n Pelaksanaannya Pengelola bertanggung jawab dan
melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan pada lembaga penyelenggara.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila
terdapat kekeliman akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Taneeal
Kepatq Dfnas Pendldll"an dan Kebudayaan

.I
NrP. 19630601 198601 1 011

: Namlea
: O9 Agustus 2Ol7
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Tenbu,rg;ndisampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Mduku di Ambon.

2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Waelata di waelata
Camat Waelata di Waelata
Yang Bersanglutan Untuk diketahui dan dilaksanakan.
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